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ABSTRAK

Tesis ini mengulas fenomena halal awareness, tingkat kesadaran hukum
standarisasi halal pada pedagang mie Aceh, dan kaitannya dengan penguatan
destinasi wisata halal di Aceh. Halal awareness seharusnya dimiliki oleh pelaku
usaha Mie Aceh mengingat usaha tersebut merupakan salah satu produk kuliner
khas Aceh yang memiliki daya tarik tinggi. Penelitian ini mengupas tiga pokok
permasalahan, yaitu mengapa halal awareness penting untuk dimiliki oleh para
pedagang mie Aceh, bagaimana tinjauan kesadaran standarisasi halal para
pedagang mie Aceh menurut perspektif kesadaran hukum, dan bagaimana halal
awareness pedagang mie Aceh dapat berperan dalam penguatan destinasi wisata
halal.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang
menggunakan pendekatan yuridis empiris dan dianalisis dengan metode analisis
data kualitatif. Dalam menjawab pertanyaan penelitian ini, penulis menggunakan
teori kesadaran hukum untuk menemukan jawaban penelitian mengenai tingkat
kesadaran hukum standarisasi halal yang dimiliki pedagang mie Aceh.
Pengumpulan data penelitian ini dilakukan selama satu setengah bulan. Data yang
digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui teknik wawancara. Peneliti
mewawancarai lima pedagang mie Aceh terkenal dan para pemangku kebijakan
terkait di kota Banda Aceh. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung
di lima warung mie Aceh terkenal tersebut. Hal-hal yang ditemukan selama
observasi dijadikan data sekunder yang memperkuat data primer.

Berdasarkan hasil analisis, penulis mengidentifikasi beberapa urgensi atau
pentingnya halal awareness bagi para pedagang mie Aceh, yaitu untuk mematuhi
perintah Allah, menghindari unsur makanan yang merusak manusia, menjamin hak
konsumen muslim memberikan kepastian hukum, memikat daya beli konsumen
muslim, mengembangkan ekosistem halal, dan juga untuk mewujudkan magasid
asy-syari’ah dalam konsumsi dan produksi. Berkaitan dengan kesadaran hukum,
penulis menemukan bahwa tingkat kesadaran hukum standarisasi halal pedagang
mie Aceh masih sangat rendah. Empat dari lima pedagang mie Aceh dalam
penelitian ini masih berada di tingkat kesadaran pemahaman hukum (law
acquaintance) dan seorang pedagang mie Aceh lainnya tidak memiliki kesadaran
hukum sama sekali. Lemahnya kesadaran hukum -standarisasi halal dapat
dipengaruhi oleh lemahnya aturan hukum sehingga masyarakat yang tidak peka
pada aturan formal cenderung melakukan halal self-claimed. Sementara itu, hasil
kajian di lapangan menunjukkan bahwa kuliner mie Aceh memiliki daya tarik yang
tinggi bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Berkaitan dengan belum
adanya standarisasi halal yang dimiliki oleh warung mie Aceh, tidak bisa dipungkiri
bahwa terdapat wisatawan muslim yang mempertanyakan standar halal mie Aceh
yang mereka konsumsi. Oleh karena itu, merujuk pada tingginya minat wisatawan
pada kuliner mie Aceh dan pentingnya pemenuhan hak jaminan halal bagi
wisatawan muslim. Kedua hal tersebut dapat menjadi alasan dalam penguatan
ekosistem halal di Aceh yang merupakan wilayah halal tourism Indonesia, melalui
peningkatan halal awareness pedagang mie Aceh
Kata Kunci: Halal awareness, Kesadaran Hukum, Wisata Halal



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang digunakan
dalam penulisan tesis ini mengarah pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997

dan 0543b/U/1987 yang dikeluarkan pada tanggal 10 September 1987.
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1. Konsonan Rangkap karena Syaddah

A Ditulis dengan Sunnah
rangkap
ile Ditulis dengan ‘illah

I1l. Ta’ Marbutah pada akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

sl Ditulis dengan  al-Ma 'idah
dadl) Ditulis dengan  Islamiyyah

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa
Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “a/” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis

dengan h.

) allds Hlea Ditulis  Muqaranah al-mazahib

1VV. Vokal Pendek
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b
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b

Dhammah Ditulis U
J
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viii
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3. kasrah + ya’ mati ditulis 7

) slall Ditulis al- ‘Alwani
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asle Ditulis  ‘wlam

VI. Vokal Rangkap
1. Fathah +ya’ mati ditulis ai

ab e Ditulis Ghairihim

2. Fathah + wawu mati  ditulis au

Jé Ditulis Qaul

VIl. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

?3"\\ Ditulis a’antum
e Ditulis u’iddat
(,.3 Ay Ditulis la’in syakartum

VIIl. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah



o Al Ditulis al-Qur’an

el Ditulis al-Qiyas

ry

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah
yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I(el) nya.

) Ditulis ar-Risalah

) Ditulis an-Nisa’

IX. Penulisan Kata pada Rangkaian Kalimat

Ditulis berdasarkan bunyi atau pengucapannya.
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BAB |

PENDAHLUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Masyarakat modern dapat digolongkan sebagai masyarakat dengan gaya
hidup konsumtif. Masyarakat konsumtif itu dikenal dengan sebutan masyarakat
konsumen, hal tersebut merujuk pada konsep aturan sosial kemasyarakatan yang
dipengaruhi oleh hukum pasar. Pola konsumtif pada zaman modern, didominasi
dengan pengembangan teknologi yang mengakibatkan pergeseran pola pikir
masyarakat dalam upaya memenuhi hajat hidupnya.t

Tidak dapat dipungkiri bahwa gaya hidup masyarakat modern dewasa ini
tidak terlepas dari tuntutan pekerjaan yang kompleks dan menyita banyak waktu.
Hal inilah yang secara perlahan telah mengubah pola hidup masyarakat pada
umumnya, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan makanan dan minuman
mereka. Tidak hanya karyawan swasta, pegawai negeri, atau pegawai profesional
lainnya, buruh pabrik dan buruh kasar pun memiliki kecenderungan mengonsumsi
makanan dan minuman instan yang dengan mudah dijumpai di berbagai swalayan,
toko grosir atau bahkan pedagang kaki lima.

Fakta ini senada dengan apa yang diungkapkan oleh Jean bahwa ideologi
konsumsi hendak meyakinkan manusia jika mereka telah memasuki era baru dan

revolusi kemanusiaan sekaligus juga memisahkan antara era yang menyedihkan dan

1 M. Chairul Basrun Umanailo, Mansyur Nawawi, Sukainap Pulhehe “Konsumsi Menuju
Konstruksi Masyarakat Konsumtif, ” Jurnal Simulacra, Vol. 1:2 (November 2018), hal. 204.



heroik terhadap produksi pada masa euforia konsumsi. Masa tersebut telah
mengembalikan hak pada manusia dan keinginan pada manusia itu sendiri.?

Tampaknya para pelaku usaha kuliner membaca dengan baik peluang bisnis
menjanjikan terkait fenomena budaya konsumsi masyarakat modern. Mereka
berlomba-lomba menawarkan hasil produksi kuliner dengan bentuk, rasa, jenis, dan
klaim faedah yang beragam dan inovatif. Di satu sisi, tersedianya berbagai macam
produk makanan dan minuman tersebut menawarkan begitu banyak pilihan
sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan
mereka. Akan tetapi di sisi lain, masyarakat modern yang notabene cenderung kritis
juga peduli akan tingkat kualitas dan status kehalalan produk-produk yang akan
mereka konsumsi seiring meningkatnya pemahaman konsumen terhadap kualitas
produk yang tersedia di pasaran.

Produk-produk makanan yang dijual di restoran atau di jajanan pasar
sebenarnya tergolong rawan tercemar makanan lain yang tidak jelas status halalnya
atau dapat juga diragukan kehalalannya dari segi bahan yang digunakan atau proses
pengolahannya. Berkaitan dengan hal tersebut, modernisasi teknologi industri pun
sangat memungkinkan keberadaan sesuatu yang haram bercampur dengan yang
halal, apalagi ketika sudah menjadi produk utuh, tentunya akan semakin sulit
dilacak atau dideteksi, mengingat membutuhkan uji laboratorium untuk

membuktikan status halalnya.®

2 Jean Baudrillard, Masyarakat Konsumsi (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2013), hal. 87.
3 Diana Candra Dewi, Rahasia Dibalik Makanan Haram (Malang: Uin Malang Pres, 2007),
hal. iii.



Sebagai negara dengan penduduk mayoritas muslim dunia, Indonesia
menjadi pangsa pasar ideal dan menjanjikan di bidang kuliner halal. Oleh karena
itu, tidaklah berlebihan jika masyarakat menuntut pemerintah untuk lebih serius
menghadirkan kenyamanan dan ketentraman muslim di Indonesia untuk
mendapatkan jaminan mutu dan status halal berbagai produk yang dapat
dikonsumsi dan beredar di masyarakat. Adanya pemenuhan hak bagi konsumen
berupa jaminan halal atas produk yang dikonsumsi* merupakan suatu hal penting
untuk diperhatikan, sebagaimana aturan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1999 Tentang Perlindungan Konsumen.®

Aceh sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang telah diberikan hak
istimewa untuk menerapkan hukum Islam secara kaffah, tentunya jaminan
kehalalan dan tingkat kualitas mutu beragam produk makanan dan minuman yang
beredar di Aceh merupakan hal penting untuk diperhatikan oleh pembuat kebijakan,
pedagang, dan konsumen. Dua hal itu harus menjadi trademark Aceh, baik untuk
masyarakat itu sendiri maupun bagi para wisatawan. Apalagi dari tahun ke tahun
sebelum terjadinya pandemi virus corona dengan berbagai jenis variannya, jumlah
para wisatawan terus meningkat seperti yang dilansir oleh media Aceh Tribun.

Angka kunjungan wisatawan ke Aceh pada tahun 2019 mencapai 40 ribu wisatawan

4 Konsumen merupakan pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat,
baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk
diperdagangkan. Lihat Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen.

SPerlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum
untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.



muslim, meningkat sekitar 5 ribu wisatawan muslim jika dibandingkan dengan
tahun sebelumnya.®

Salah satu produk unggulan di bidang kuliner yang sangat diminati oleh
masyarakat atau wisatawan lokal maupun mancanegara adalah Mie Aceh. Menu
masakan khas yang memanjakan lidah dan kaya rempah-rempah tersebut seolah
menjadi menu wajib yang tidak boleh dilupakan jika wisatawan berkunjung ke
Aceh. Namun, sebagai produk yang banyak diminati oleh para wisatawan yang
berkunjung ke Provinsi paling barat tersebut, perlu kiranya jika produk kuliner
unggulan Aceh tersebut mendapatkan sertifikasi halal” yang sesuai standar dan di
bawah pengawasan pihak yang berwenang.

Pada dasarnya, memperhatikan kehalalan suatu produk yang akan
dikonsumsi wajib dilakukan. Sebagaimana jika merujuk pada definisi halal itu
sendiri adalah suatu hal yang dibolehkan menurut hukum syara’ untuk dilakukan,
digunakan, dikonsumsi atau diusahakan karena telah terurai ikatan yang
mencegahnya dari unsur berbahaya yang disertai dengan perhatian atas cara
perolehannya. Dalam hal kaidah, kehalalan suatu benda merupakan hukum asal.
Mayoritas ulama sepakat untuk menetapkan kaidah al-ashlu alal asya’i al-

ibahah‘hukum asal suatu benda adalah boleh. Dalam hal ini, lawan dari kata halal

®Cut Remi Riatun Dini “Mengintip Potensi dan Peluang Aceh di Tengah Trend Halal”
https://aceh.tribunnews.com/2019/06/09/mengintip-potensi-dan-peluang-aceh-di-tengah-trend-
halal-tourism, diakses pada tanggal 12 November 2019.

"Sertifikat halal dan label halal menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk menilai
kesadaran halal konsumen muslim. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa seorang muslim akan lebih
tertarik untuk mengkonsumsi makanan yang telah terdapat sertifikasi halal. Lihat Premi Wahyu
Widyaningrum, ‘“Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal, Iklan, dan Celebrity Endorser terhadap
Minat Beli Pembelian Kosmetik melalui Variabel Persepsi Sebagai Mediasi (Studi pada Civitas
Akademik Universitas Muhammadiyah Ponorogo),” Capital Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol.
2:2 (Maret 2019), hal. 80.



https://aceh.tribunnews.com/2019/06/09/mengintip-potensi-dan-peluang-aceh-di-tengah-trend-halal-tourism
https://aceh.tribunnews.com/2019/06/09/mengintip-potensi-dan-peluang-aceh-di-tengah-trend-halal-tourism

adalah haram, yaitu sesuatu yang dilarang oleh agama. Oleh sebab itu, segala benda
hukum dasarnya adalah boleh dikonsumsi, dipergunakan, dan diusahakan hingga
ada dalil yang mengharamkannya. Dalam Islam, haram dapat dilihat dari dua sudut
pandang batasan atau esensi (isinya) dan dari segi bentuk dan sifatnya.®

Dalam proses pengawasan kehalalan produk makanan sebagaimana halnya
mie Aceh, terdapat sebuah lembaga yang bertugas mengawasi standarisasi halal
produk dimaksud, yaitu LPPOM Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Meski
sudah terdapat lembaga yang berwenang untuk standarisasi halal, tetapi masih saja
terdapat para pedagang mie Aceh terkemuka di kota Banda Aceh yang belum
mengantongi sertifikasi halal.® Berkaitan dengan permasalahan sebagaimana uraian
di atas, penulis tertarik untuk menelaah lebih dalam tentang kesadaran hukum halal
para pedagang mie Aceh yang merupakan salah satu hal penting yang perlu
dijadikan pusat perhatian dan pengambilan tindakan dalam menjamin hak
konsumen muslim untuk memperoleh produk halal. Kesadaran'® hukum menjadi
begitu penting karena setiap kesadaran atas hukum dapat mendorong manusia untuk

mematuhi aturan-aturan hukum yang ada. Begitu pula sebaliknya, jika kesadaran

8Dahlan, Abdul Azis dkk, Ensiklopedi Hukum Islam (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,
1996).

% Sertifikat halal menjadi sebuah acuan penting bagi konsumen muslim, karena merupakan
jaminan bagi seorang muslim saat mengkonsumsi makanan yang sesuai dengan syariat Islam.
Sehingga, dengan adanya sertifikat halal tersebut pada setiap produk yang ada di pasar, maka
tentunya akan dapat memberikan fasilitas berupa keamanan dan kepercayaan bagi konsumen
muslim atas produk yang mereka konsumsi. Lihat [rgiana Faturohman, “Faktor yang Mempengaruhi
Minat Beli terhadap Makanan Halal. Studi pada Konsumen Muslim di Indonesia,” Presiding
Industrial Research Workshop and National Seminar, Vol. 10:1 (2019), hal. 885.

10 Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Kesadaran adalah suatu kondisi
seseorang dalam merasakan, mengerti, memahami dan mengetahui akan suatu hal. Lihat
https://kbbi.web.id/sadar, diakses pada tanggal 2 Januari 2021.



hukum yang dimiliki cenderung rendah, kepatuhan hukum cenderung sama, juga
akan rendah.

Perlu perhatian penting atas jaminan kehalalan!! kuliner unggulan yang
menjadi daya tarik para wisatawan tersebut. Terlebih lagi, Aceh telah dinobatkan
sebagai salah satu wilayah halal tourism (wisata halal) Indonesia. Untuk
mewujudkan itu, memang butuh waktu bagaimana memberi kesadaran bagi pelaku
usaha kuliner di Aceh. Dalam sebuah kajian disebutkan bahwa, salah satu hambatan
dalam pengembangan wisata halal adalah produk wisata itu sendiri, terutama status
kehalalan setiap produk makanan yang dominan terjadi dalam masyarakat akan
menjadi halal by default, yaitu suatu kondisi terbentuknya keyakinan halal atas
suatu produk yang diproduksi oleh masyarakat yang beragama muslim. Keyakinan
tersebut menimbulkan rasa aman dan sikap yang tidak kritis terhadap aspek
kehalalan dan thayyiban suatu produk yang dikonsumsi.’?> Setakat dengan
fenomena itu, logo halal menjadi krusial karena dapat merepresentasikan ukuran

kualitas.

11Sebagaimana Quraish Shihab mendefinisikan makanan halal sebagai makanan yang tidak
haram, yakni yang tidak ada dalil atau larangan dalam agama untuk memakannya.Makanan haram
disini ada 2 macam, yaitu haram karena zat nya dan haram karena sesuatu bukan dari zat
nya.Makanan haram karena zat nya seperti babi, bangkai dan darah.Sedangkan makanan yang haram
karena sesuatu bukan dari zat nya seperti makanan yang tidak diizinkan oleh pemiliknya untuk
dimakan atau digunakan.Oleh karena itu, makanan halal adalah yang bukan termasuk kedua
makanan haram tersebut. Lihat Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah, Jilid | (Jakarta: Lentera hati,
2002), hal. 355.

2Soraya Ratna Pratiwi, Susanne Dida, Nuryah Asri Sjafirah, “Strategi Komunikasi dalam
Membangun Awareness Wisata Halal di Kota Bandung,” Jurnal Kajian Komunikasi, Vol. 6:1 (Juni
2018), hal. 78-90.

13 Abdul Aziz Yuhanis & N. Chok vui, “The Role of Halal Awareness, Halal Certification,
and Marketing Components in Determining Halal Purchase Intention Among Non-Muslims in
Malaysia: A Structural Equation Modeling Approach” Journal Of International Food and
Agribusiness Marketing, Vol. 25:1 (Agustus 2016).



Pada kasus pedagang mie Aceh, rendahnya tingkat halal awareness terlihat
pada minimnya perhatian pedagang mie Aceh dalam memproses label halal atas
produk kuliner yang mereka jual. Penyebabnya, adanya keyakinan dalam diri
pedagang dan masyarakat bahwa produk yang dijual dan dikonsumsi akan halal by
default atau halal dengan sendirinya selama tidak tercampur dengan benda yang
mutlak haram seperti daging babi. Tampaknya konsumen belum memahami bahwa
konsep halal menurut syara’ tidak hanya sampai pada halal zatnya, tetapi juga
melingkupi halal berdasarkan proses perolehannya, halal dalam proses
pengolahannya, halal dalam proses penyimpanan, dan juga halal pada proses
penyajiannya. Kurangnya perhatian konsumen terhadap standarisasi halal,
merepresentasikan rendahnya kesadaran halal (halal awareness) yang dimiliki para
pedagang mie Aceh.

Berangkat dari gambaran umum penelitian sebagaimana uraian di atas, penulis
beranggapan bahwa penting adanya ulasan mendalam terkait topik halal awareness
atau tingkat kesadaran halal yang dimiliki oleh pedagang mie Aceh, mengingat
Aceh sebagai wilayah destinasi wisata halal Indonesia, dan Mie Aceh merupakan
salah satu produk wisata kuliner khas yang banyak digemari oleh wisatawan
muslim yang berkunjung ke Aceh. Oleh karena itu, topik ini akan dikupas penulis
untuk meninjau lebih lanjut bagaimana pemenuhan hak konsumen dan wisatawan
muslim untuk memperoleh maknan halal di wilayah wisata halal Indonesia.

Selanjutnya penulis akan mendeskripsikan temuan penelitian ini secara
mendalam, yang berkaitan dengan kesadaran halal dan tindakan-tindakan yang

mengikutinya, baik yang telah dilakukan atau yang belum dilakukan oleh para



pedagang mie Aceh dan pemerintah dalam menjamin hak konsumen muslim. Untuk
membatasi bahasan masalah dalam kajian ini, penulis memfokuskan kajian tesis ini
pada tiga permasalahan saja, yaitu urgensi halal awareness untuk para pedagang
mie Aceh, tinjauan teori kesadaran hukum terhadap kesadaran halal para pedagang
mie Aceh, dan pentingnya halal awareness dalam upaya penguatan destinasi wisata

halal di Aceh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah pada uraian di atas, penulis membagi
beberapa rumusan masalah, sebagaimana penjabaran berikut:
1. Mengapa kesadaran halal (halal awareness) penting dimiliki oleh para
pedagang mie Aceh?
2. Bagaimana tinjauan kesadaran standarisasi halal parapedagang mie Aceh
menurut perspektif kesadaran hukum?
3. Bagaimana kesadaran halal (halal awareness) pedagang mie Aceh dapat

berperan dalam penguatan destinasi wisata halal?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah seperti penjabaran di atas, penelitian ini
juga bertujuan untuk melakukan analisis beberapa hal berikut ini:
1. Untuk mengetahui pentingnya kesadaran halal (halal awareness) bagi para
pedagang mie Aceh.
2. Untuk mengetahui tingkat kesadaran hukum standarisasi halal yang dimiliki

pedagang mie Aceh.



3. Untuk mengetahui tingkat kesadaran halal (halal awareness) para pedagang
mie Aceh dalam penguatan destinasi wisata halal di Aceh.

Kegunaan dari penelitian ini, secara teoritisnya diharapkan dapat berguna di
dunia akademik sebagai bahan rujukan bagi penelitian lanjutan terkait kajian yang
berhubungan dengan urgensi halal awareness, tinjauan tingkat kesadaran hukum
standarisasi halal pedagang mie Aceh, dan kaitannya dengan upaya penguatan
destinasi wisata halal di kota Banda Aceh secara khusus serta menjadi referensi
umum bagi tingkat halal awareness. Sementara itu, penelitian ini diharapkan akan
berguna dalam mengembangkan tingkat halal awareness bagi para pelaku usaha
bisnis kuliner, terutama yang beredar di pusat kota sebagai kantong-kantong

destinasi wisata halal.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang labelisasi halal atau standarisasi halal bukanlah hal baru.
Beberapa kajian-kajian sebelumnya yang menguraikan tentang topik tersebut sudah
dilakukan. Pentingnya telaah penelitian terdahulu dilakukan untuk menghindari
pengulangan penelitian yang sama sekaligus untuk menghasilkan hal baru dalam
dunia akademik. Senada dengan itu pula, telaah pustaka yang dirangkum pada
pembahasan selanjutnya akan menjadi literatur penguat penelitian ini. Terdapat
penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan kajian ini, di
antaranya adalah sebagai berikut.

Tesis Busrah yang membahas tentang “Pengaruh Labelisasi Halal dan

Kualitas Layanan terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan dalam Kemasan
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pada Mahasiswa FKIP Unasman”.'* Penelitian tersebut dilakukan untuk
mengetahui pengaruh labelisasi halal dan pengaruh dari kualitas layanan terhadap
keputusan pembelian produk makanan dalam kemasan pada mahasiswa FKIP
Universitas Al-asy'ariah Mandar.Metode yang digunakan pada penelitian tersebut
adalah field research quantitative.

Hasil penelitian yang dilakukan Busrah menunjukkan bahwa labelisasi halal
berimplikasi_positif terhadap keputusan_pembelian_makanan. Dengan demikian
temuan itu telah merepretasikan bahwa variabel dari kualitas layanan sangat
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian makanan.
Temuan lainnya adalah tidak adanya perbedaan yang signifikan, baik itu dikalangan
mahasiswa muslim maupun nonmuslim dalam mengambil keputusan pembelian
makanan yang berlabel halal.

Kajian lainnya adalah tesis Ian Alfian yang berjudul “Analisis Pengaruh
Label Halal, Brand dan Harga terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Muslim
di Kota Medan.”*® Peneliti menggunakan metode kuantitatif dalam penelitian
tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, lan Alfian menjabarkan
bahwa koefisien determinasi (R-square) pada model struktur 1 yaitu sebesar 65,1%
variabel adalah label halal, brand atau citra merek dan harga telah memengaruhi
keputusan pembelian konsumen. Temuannya adalah hal-hal yang memengaruhi

keputusan pembelian disebabkan variabel halal sebesar 2,6%, variabel brand

14Busrah, “Pengaruh Labelisasi Halal dan Kualitas Layanan Terhadap Keputusan
Pembelian Produk Makanan dalam Kemasan pada Mahasiswa FKIP Unasman,” Tesis, Ekonomi
Syariah Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, (2017).

lan Alfan, “Analisis Pengaruh Label Halal, Brand dan Harga Terhadap Keputusan
Pembelian Konsumen Muslim di Kota Medan,” Tesis, Ekonomi Islam Pascasarjana Universitas
Islam Negeri Sumatra Utara, (2017).
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sebesar 41,9%, variabel harga sebesar 31,9%, dan 34,9% disebabkan oleh faktor-
faktor lain.. Jika diurutkan, faktor keputusan pembelian konsumen muslim di kota
Medan dimulai dari merek, harga dan label halal. Temuan data tersebut
menggambarkan bahwa konsumen muslim di kota Medan belum sepenuhnya
memperhatikan label halal, baik pada outlet toko maupun pada kemasan produk
ketika melakukan pembelian suatu produk makanan/minuman.

Tinjauan kajian terdahulu juga dilakukan oleh Achmad Chanif Luthfi Ardial
yang meneliti tentang “Pemahaman Pengusaha Bisnis Kuliner terhadap Sertifikasi
Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Produk Makanan di Yogyakarta.”?®,
Hasil temuan dalam penelitian tersebut adalah pemahaman mayoritas pengusaha
bisnis kuliner di Yogyakarta didominasi oleh para pelaku bisnis kuliner yang tidak
memahami keseluruhan tentang urgensi dari sertifikasi halal.

Meski belum memahami secara utuh tentang pentingnya sertifikasi halal,
tetapi pengusaha bisnis kuliner di Yogyakarta sepakat bahwa proses pemberian atau
pembuatan sertifikasi halal pada produk makanan dilakukan oleh pemerintah dan
Organisasi Islam di Indonesia yang diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Temuan lainnya adalah-masih minimnya jumlah pengusaha bisnis kuliner yang
mengurus labelisasi halal disebabkan dari adanya anggapan bahwa faktor
prosedural yang relatif rumit serta kurangnya sosialisasi dari pihak terkait tentang

pentingnya sertifikasi halal.

®Achmad Chanif Luthfi Ardial, “Pemahaman Pengusaha Bisnis Kuliner Terhadap
Sertifikasi Halal Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Produk Makanan di Yogyakarta” Tesis,
Hukum Bisnis Syariah, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2017).
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A. Moh. Hamka juga telah melakukan penelitian dalam tesisnya yang
membahas tentang “Pencantuman Label Halal pada Pangan dan Jasa Rumah Makan
(Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen).”'’ Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui substansi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang pelindungan
konsumen dan peraturan perundang-undangan lainnya serta tentang pelindungan
konsumen (muslim) dalam kaitannya dengan pencantuman label halal pada rumah
makan, pangan, dan jasa.

Hasil penelitian A Moh Hamka telah menunjukkan bahwa substansi hukum
sebagaimana yang terdapat pada UUPK Pasal 8 ayat (1) Huruf (h) dan UU Pangan
Pasal 34 ayat (1) mengenal tidak diwajibkan mencantumkan label halal
bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 281 ayat (1), (2), (4) dan Pasal 29 ayat (1)
dan (2) yang secara implisit menjadi dasar hukum dalam melindungi konsumen
muslim dari pangan dan jasa rumah makan yang tidak halal.

Senada dengan penjabaran di atas, belum terlaksananya implementasi hak
dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha dalam label halal, ada kaitannya dengan
belum terdapat aturan tentang kewajiban mencantumkan label halal. Ditambah lagi
pemahaman konsep pangan aman dan nyaman masih diartikan sebagai pangan atau
jasa rumah makan yang terfokus hanya pada cara produksi dan bahan baku yang
aman dan tidak berbahaya sebagaimana yang dilakukan oleh BPOM. Faktor lainnya
adalah LPPOM MUI hanya melakukan sertifikasi halal bagi siapa saja pelaku usaha

yang ingin memperoleh sertifikat halal tanpa ada paksaan dari LPKSM termasuk

17 A.Moh. Hamka, tesis “Pencantuman Label Halal pada Pangan dan Jasa Rumah Makan
(Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen)”, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin
Makassar, (2007).
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Y LKI yang menjadi ujung tombak perlindungan konsumen muslim dari pangan dan
jasa rumah makan yang tidak halal.

Trisna Sofiani juga telah melakukan kajiannya dalam artikel yang berjudul
“Kesadaran Hukum Konsumen Muslim di-Pekalongan terhadap Produk Berlabel
Halal di Era Masyarakat Ekonomi.”*® Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa
konsumen muslim pada golongan kelas menengah ke bawah belum memiliki
pengetahuan dan pemahaman secara luas mengenai produk halal dan kebijakan
hukumnya. Namun, untuk konsumen muslim menengah ke atas, mereka sudah
memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hukum dan kebijakan produk
halalsehingga sikap dan perilaku mereka ketika mengonsumsi suatu produk sudah
mempertimbangkan sertifikasi halal dari setiap produk dan jasa yang mereka
konsumsi.

Triana juga menemukan bahwa kesadaran hukum yang dimiliki konsumen
muslim dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut, yaitu pendidikan, ekonomi,
agama, dan juga kondisi sosial budaya masyarakat. Menurutnya, pemerintah dan
masyarakat dapat berupaya dalam membangun kesadaran hukum pada setiap
konsumen muslim terhadap produk halal dengan menggunakan berbagai sistem
penyuluhan atau sosialisasi yang berkenaan dengan produk halal. Tujuan sosialisasi
tersebut adalah untuk memberi pemahaman bagi konsumen muslim agar cerdas dan

lebih aware terhadap kehalalan sebuah produk.

BTrisna Sofiani “Kesadaran Hukum Konsumen Muslim di Pekalongan Terhadap
Produk Berlabel Halal di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN,” Al-ahkam: Jurnal Iimu Syariah dan
Hukum, Vol. 2:2 (2017), hal. 201.
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Berkaitan dengan problematika kesadaran hukum halal dalam masyarakat,
Tuti Haryanti juga pernah menelaah tentang isu tersebut dengan fokus kajian
tentang kesadaran hukum pelaku usaha terhadap sertifikasi halal dalam menjamin
hak konsumen muslim di kota Ambon. Dari hasil penelitian, Tuti menemukan
bahwa makna halal haram yang dipahami oleh pelaku usaha telah mengalami
reduksi. Hal ini disebabkan karena rendahnya pengetahuan atau pemahaman para
perilaku pelaku usaha terhadap hukum yang berlaku. Tuti sebagai peneliti menilai
pelaku usaha rumah makan di Batu Merah memiliki kesadaran hukum terhadap
sertifikasi halal yang sangat rendah. Berdasarkan permasalahan rendahnya
kesadaran hukum tersebut, terdapat beberapa upaya dalam meningkatkan kesadaran
hukum bagi para pelaku usaha yaitu melalui sosialisasi hukum dan ceramah
keagamaan.*®

Pada penjabaran di atas, telah ada beberapa kajian terdahulu yang
membahas mengenai kehalalan suatu produk, labelisasi halal, pengaruh minat beli
produk halal konsumen muslim, dan kesadaran hukum halal. Dari beberapa kajian
terdahulu tersebut, belum ada penelitian yang secara spesifik menelaah tentang
urgensi halal awareness dan tingkat kesadaran hukum standarisasi halal para
pedagang mie Aceh. Lokasi penelitian di Aceh pun adalah hal yang belum pernah
dilakukan sebelumnya. Selain itu, belum terdapat penelitian terdahulu yang
meletakkan perhatiannya pada perilaku halal awareness pedagang mie Aceh yang

dihubungkan dengan penguatan destinasi wisata halal. Dari sudut pandang penulis,

1 Tuti Haryanti “Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Sertifikasi
Halal Dalam Menjamin Hak Konsumen Muslim (Studi Kasus Pelaku Usaha Rumah Makan di
Batu Merah Kota Ambon),” Tahkim: Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. XII:1 (Juni 2016).
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topik kajian ini dipandang sangat penting dilakukan untuk keberlangsungan halal

lifestyle yang kaffah di Aceh.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian ini dapat berfungsi sebagai sebuah pisau
bedah untuk melakukan analisis secara mendalam atas berbagai data yang telah
diperoleh di lapangan. Penulis menggunakan teori kesadaran hukum untuk
menganalisis secara mendalam tentang kesadaran hukum standarisasi halal para
pedagang mie Aceh. Pada uraian berikut ini, penulis akan menjabarkan mengenai
teori dan indikator dari kesadaran hukum berdasarkan berbagai perspektif para ahli
yang sekiranya dapat mempermudah penulis dalam menelaah dan menganalisis
lebih lanjut permasalahan penelitian ini.

Berbicara mengenai hukum, yang tentunya tidak dapat terpisahkan dalam
hidup manusia. Hukum merupakan bagian integral yang penting bagi masyarakat
dan kultur budaya. Di mana pun dan kapan pun masyarakat dan budaya ditemukan,
akan ditemukan juga hukum yang tidak bisa terlepas dari seluruh komponen
masyarakat sebagai sebuah produk budaya. Negara pun memperlakukan hal yang
sama dengan menempatkan supremasi hukum sebagai aturan tertinggi dan
mengikat warganya. Dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, mengamanatkan
bahwa seluruh warga Indonesia diwajibkan untuk menjunjung tinggi hukum dan
pemerintahan. Refleksi dari upaya menjunjung tinggi sebuah hukum dapat
direpresentasikan dengan tingginya kesadaran hukum yang dimiliki oleh setiap

individu warga negara.
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Berkaitan dengan kesadaran hukum, secara bahasa frasa tersebut terdiri atas
dua kata dasar yaitu sadar dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia,
kesadaran berasal dari kata “sadar” dan mengandung arti merasa, insaf, tahu atau
mengerti. Kesadaran adalah adanya keinsafan atau keadaan mengerti yang oleh
seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti sebagai suatu keadaan saat seseorang
telah mengerti dan memahami secara jelas suatu hukum, fungsinya, dan sejauh
mana hukum dapat berperan bagi dirinya atau masyarakat di sekitarnya. Kesadaran
hukum yang ada dalam diri manusia sangatlah abstrak. Hal tersebut akan berkaitan
pula dengan kesesuaian antara ketertiban, keamanan dan kedamaian yang
dikehendaki dan berlaku secara lumrah.

Kesadaran hukum juga berhubungan dengan bagaimana hukum itu ditata,
dibentuk, dan juga bagaimana efektifitas pemberlakuannya. Kesadaran hukum juga
memiliki kaitan dengan kesadaran atas nilai hukum yang ada dan kepatuhan hukum.
Meski demikian, hal yang membedakan antara kepatuhan dan kesadaran hukum
adalah, dalam konsep kepatuhan hukum terdapat rasa takut pada sanksi, sedangkan
dalam kesadaran hukum, manusia akan berbuat sesuai dengan tuntunan hukum
tanpa tekanan, paksaan, ataupun perintah dari luarnya.?

Jika ditinjau berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
RI'Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, kesadaran
hukum dalam diri individu merupakan sebuah sistem nilai yang hidup dalam

individu manusia yang merefleksikan suatu bentuk pemahaman maupun kepatuhan

2 Ellya Rosana “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,”
Jurnali Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, VVol. 10:1 (2014),hal. 3
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individu terhadap suatu hukum atau setiap peraturan dalam undang-undang.
Kesadaran hukum menjadi suatu faktor penting yang memengaruhi penegakan
hukum. Sementara itu, dalam proses penegakan hukum supaya warga negara dapat
menjunjung tinggi hukum, sangat diperlukan adanya kesadaran hukum bagi setiap
individu masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum adalah kepatuhan terhadap
hukum yang berkaitan dengan persoalan hukum dalam ruang lingkup yang luas.
Kesadaran hukum mengacu pada pengetahuan akan hukum, melalui pengetahuan
akan hukum tersebut, akan tumbuh sebuah pengakuan dan penghargaan terhadap
hukum-hukum yang ada, dan selanjutnya akan timbul suatu kepatuhan hukum.?
Dari penjelasan tersebut, kesadaran dan kepatuhan tidak dapat dibedakan karena
mempunyai makna yang terkait. Seorang yang sadar terhadap hukum berarti dia
patuh dan sadar akan urgensi dari hukum tersebut. Di samping itu, kesanggupan
manusia dalam memahami amanat hukum, akan diiringi dengan kemampuan
manusia dalam menilai hukum tersebut.??

Paul “Scholten menyatakan bahwa yang dimaksud kesadaran hukum
merupakan sebuah kesadaran yang dimiliki setiap individu tentang suatu hukum
atau seharusnya hukum tersebut seperti apa, di mana suatu ruang dari kejiwaan

manusia akan bisa membedakan antara yang disebut hukum atau yang bukan

21 Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali, 1982),
hal. 182.

22 Fariza Arifiyanti, “Model Penanaman kesadaran Makanan.Halal pada Anak:
Studi pada Keluarga Muhammadiyah Paciran.” Skripsi, Fakultas Agama Islam Universitas
Muhammadiyah Malang, (2018).
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merupakan hukum (onrecht), atau antara yang seharusnya dapat dilakukan oleh
individu maupun yang tidak dapat dilakukan oleh individu.?

Sudikno Mertokusumo memberikan definisi kesadaran hukum sebagai
sebuah kesadaran mengenai hal-hal apa yang seharusnya dapat dilakukan atau yang
seharusnya tidak dapat dilakukan oleh individu terhadap individu lainnya. Definisi
tersebut menyiratkan makna bahwa kesadaran hukum adalah kesadaran manusia
atas kewajibannya masing-masing individu terhadap orang lain.?*

Sementara itu, Wignjosoebroto mendefinisikan kesadaran hukum sebagai
sebuah bentuk kesiapan masyarakat untuk berkelakuan sesuai dengan kekuasaan
yang telah diatur oleh hukum. Oleh karena itu, kesadaran hukum yang kemudian
akan memberikan rangsangan kepada masyarakat agar berperilaku atau melakukan
penegakan hukum dan patuh terhadap ketentuan hukum perundang-undangan
negara yang berlaku.?®

Penegakan hukum sebenarnya merupakan refleksi yang dilakukan manusia
untuk memperoleh keamanan dan ketertiban sebagaimana yang diperlukan oleh
manusia. Yang menjadi hal pokok dalam proses penegakan hukum adalah dengan
berupaya mensinergikan tiga pilar, yaitu undang-undang, aparatur penegak hukum,
dan juga budaya hukum di dalam masyarakat. Kesadaran hukum dalam masyarakat
merupakan sebuah refleksi dari budaya hukum masyarakat itu sendiri yang harus

terus diimplementasikan dan dikuatkan agar masyarakat terus patuh pada aturan

23 Sudikno Mertokusumo, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat (Yogyakarta:
Liberty, 1981), hal. 2.

21bid., hal 13.

% Jwan Zainul Fuad, “Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil di Bidang Pangan dalam
Kemasan di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal”, Tesis, IImu Hukum
Universitas Dipenegoro, (2010).
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yang sudah ditentukan. Jika ditinjau lebih lanjut mengenai aspek budaya hukum,
akan tampak suatu tradisi dan perilaku keseharian masyarakat. Masyarakat yang
sadar hukum perilakunya akan sejalan dan akan melakukan segala sesuatu yang
sesuai berdasarkan ketentuan undang-undang dan batasan hukum yang telah
diberlakukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.?

Para pakar hukum lainnya, seperti Lawrence Meir Friedman dan Harry N.
Scheiber juga pernah menyinggung mengenai kesadaran hukum melalui teorinya.
Lawrence dan Harry N. Scheibr menyebutkan bahwa kultur hukum merupakan
sebuah sikap individu terhadap hukum atau semua sistem kepercayaannya, nilai-
nilai yang dianutnya, pemikiran atau harapan dari setiap individu. Kultur hukum
berkaitan dengan kondisi pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang akan
menentukan bagaimana hukum dapat digunakan, dihindari maupun
disalahgunakan.

Kultur hukum memiliki kaitan yang erat dengan kesadaran hukum yang ada
pada masyarakat. Sebagaimana jika kesadaran hukum yang dimiliki setiap individu
tinggi, budaya hukum akan tercipta semakin baik dan dapat berimplikasi pada
perubahan konsep berpikir manusia mengenai hukum. Secara umum dapat
disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan hukum masyarakat adalah salah satu
indikator berfungsinya atau refleksi suatu hukum yang ada di masyarakat.

Berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, setiap hukum yang mengatur

masyarakat harus senada dengan kesadaran hukum. Dalam kasus ini, hukum

% Ellya Rosana “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,”
Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, VVol. 10:1 (2014), hal. 1.
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haruslah mengikuti setiap kehendak dari masyarakat, karena peraturan hukum yang
baik ialah yang selaras dengan perasaan hukum yang dimiliki oleh manusia
(individu). Hal ini erat kaitannya dengan nilai maupun norma yang dipercayai oleh
manusia. Maksudnya sama, suatu kesadaran hukum berkaitan dengan masyarakat,
sedangkan perasaan hukum berkaitan dengan individu, yang kemudian akan
berimplikasi pada kesadaran hukum. Gambaran tersebut merupakan generalisasi
atas perasaan hukum itu sendiri.?’

Hukum ialah bentuk positivists, yaitu suatu sistem nilai (norma) yang ada
dan diberlakukan dalam kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut,
suatu kondisi yang diinginkan ialah adanya kecocokan antara hukum dengan sistem
nilai yang ada. Oleh karena itu, setiap adanya pergeseran pada nilai yang ada di
masyarakat maka juga harus beriringan dengan perubahan aturan hukum ataupun
perubahan aspek lainnya, hukum dapat digunakan menjadi sarana untuk
menciptakan perubahan terhadap sistem nilai yang ada. Oleh sebab itu,
permasalahan kesadaran hukum merupakan masalah nilai-nilai sehingga kesadaran
hukum dapat didefinisikan sebagai sebuah konsepsi yang abstrak dan terdapat
dalam diri setiap individu yang berkaitan dengan kesesuaian antara ketertiban dan
ketenteraman yang diinginkan atau yang dianggap pantas.?®

Terdapat indikator-indikator dalam permasalahan kesadaran hukum, di
antaranya yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan.tentang.Hukum (Law Awareness)

27 Munir Fuady, Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, &
Masyarakat (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 75.

28 Soerjono Soekanto, kesadaran dan kepatuhan hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hal.
159.
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Pengetahuan tentang hukum (law awareness) ialah pengetahuan manusia
yang atas suatu hal yang telah diatur dalam hukum secara tertulis, baik yang
berkenaan dengan larangan maupun kebolehan.

2. Pengetahuan atas Isi Hukum (Law Acquaintance)

Pengetahuan yang berkaitan dengan isi dari hukum (law acquaintance)
merupakan sebuah pemahaman tentang hukum itu sendiri atau suatu informasi yang
dimiliki oleh setiap individu tentang sebuah peraturan yang tertulis, baik tentang
isinya, tujuan, maupun manfaat dari suatu peraturan terkait.

3. Sikap terhadap Hukum (Legal Attitude).

Konsep sikap atas berbagai peraturan hukum (legal attitude) ialah suatu
kecenderungan dalam menerima maupun menolak suatu hukum yang disebabkan
adanya penghargaan atau penyesalan (insaf). Hal tersebut dapat disebabkan karena
hukum membawa implikasi positif untuk masyarakat, sehingga timbullah elemen
apresiasi terhadap hukum tersebut.

4. Pola.Perikelakuan.Hukum (Legal Behavior)

Pola perikelakuan terhadap hukum (legal behavior) ini adalah sebuah
gambaran tentang diberlakukan atau tidaknya sebuah hukum dalam masyarakat.
Oleh karena itu, jika saja suatu hukum diimplementasikan, akan ditinjau bagaimana
eksistensi hukum tersebut di dalam masyarakat dan sejauh apa kepatuhan
masyarakat atas hukum tersebut. Kedua hal tersebut merupakan indikator untuk
melihat gambaran perilaku hukum dalam masyarakat.

Semua indikator sebagaimana uraian sebelumnya, akan merepresentasikan

tingkatan kesadaran hukum, dimulai dengan kesadaran hukum yang rendah hingga
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kesadaran hukum yang tertinggi.?® Menurut Soerjono Soekanto, terdapat tahapan
yang lebih utama dari kesadaran hukum, yaitu pengetahuan atas isi peraturan
hukum yang dapat dipengaruhi oleh usia, tingkat studi, dan jangka waktu tinggal.
Hal tersebut bisa berdampak pada sikap atau perilaku masyarakat terhadap hukum
maupun pengetahuan atas peraturan yang terjadi karena adanya proses internalisasi
dan imitasi terhadap berbagai pola prilaku para pejabat hukum yang keduanya akan
menghabiskan banyak waktu.

Sementara itu, kesadaran atas hukum yang ada di masyarakat dapat
dipengaruhi beberapa faktor berikut ini, pertama, takut pada berbagai sanksi yang
akan dibebankan padanya jika tidak mematuhi hukum; kedua, adanya upaya untuk
memelihara hubungan baik dengan suatu kelompok; ketiga, adanya upaya
membentuk relasi yang baik dengan pihak penguasa; keempat, adanya kepentingan
pribadi; kelima, adanya keselarasan antara hukum dan norma-norma (nilai) yang
dipercaya dan dianut, seperti nilai agama. Dengan tingginya kesadaran hukum suatu
masyarakat, akan sangat menunjang sebuah upaya penegakan suatu hukum, karena
masyarakat akan lebih sadar dan memahami setiap hak dan kewajibannya sebagai
warga negara yang wajib mematuhi semua hukum yang berlaku secara seimbang.
Kesadaran hukum secara umumnya mengarah pada satu hal, yaitu kepatuhan
terhadap hukum dengan penuh kesadaran bahwa perlu adanya kehidupan yang
tertib, tenteram, dan aman. Dengan demikian, masyarakat tidak bisa lepas dari

kepatuhan terhadap hukum dan tegaknya hukum serta kemauan untuk melakukan

29 Soerjono Soekanto, kesadaran dan kepatuhan hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hal.
159.
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tanggung jawab dalam penegakan hukum. Manusia juga harus menyadari bahwa
realisasi hukum merupakan kepentingan bersama bagi masyarakat secara
keseluruhan (kebutuhan bersama) bukan hanya kepentingan individu.

Meski kesadaran hukum itu sendiri sumbernya dalam diri manusia, namun
ia tetap merupakan sebuah hal abstrak dan rasional dari perasaan hukum yang
terdapat pada manusia. Lebih jelasnya, pengertian kesadaran hukum dapat
digolongkan pada hasil ciptaan para ahli hukum. Meski demikian, kesadaran hukum
tidak terlihat secara jelas, akan tetapi dapat dilihat berdasarkan kesimpulan-
kesimpulan yang diperoleh melalui pengalaman sosial, pola pikir maupun proses
penafsiran atas suatu hal.®! Oleh karena itu, dalam telaah lebih lanjut mengenai
kesadaran hukum pedagang mie Aceh terhadap pentingnya standar halal dan
pembuatan sertifikasi halal merupakan tujuan utama penulis untuk menggunakan
teori kesadaran hukum ini. Dengan demikian, penggunaan teori kesadaran hukum
ini diharapkan dapat membantu peneliti untuk mendeskripsikan dan mengupas
lebih mendalam terkait tingkat kesadaran hukum standarisasi halal yang ada di

kalangan pedagang mie Aceh.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam sebuah

kajian ilmiah. Metode penelitian akan menuntun peneliti untuk memperoleh data

30 Sukarton Marmosudjono, Penegakan Hukum di Negara Pancasila (Pustaka Kartini,
Jakarta, 1989), hal. 42.

31 Sunaryati Hartono, Peranan Kesadaran Hukum Rakyat dalam Pembaharuan Hukum,
Kertas Kerja pada Simposium Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Masa Transisi, dalam
Ellya Rosana “Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat,” Jurnal Tapis:
Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, Vol. 10:1 (2014), hal. 11.
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yang lengkap dan objektif, mengolah data yang diperoleh selama proses penelitian,
dan menyusun kerangka penelitian secara sistematis sehingga menghasilkan
jawaban dari permasalahan yang hendak diteliti. Untuk mewujudkan tujuan dari
kajian ini, penulis merujuk pada metodologi penelitian sebagaimana uraian berikut
ini:
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan melalui penggunaan informasi
yang diperoleh dari subjek penelitian atau informan penelitian melalui penggunaan
beberapa instrumen pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan lainnya.
Penelitian ini akan menghimpun data kualitatif dalam kurun waktu satu setengah
bulan di Banda Aceh

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penulis akan mendeskripsikan
berbagai fenomena terkait dengan fakta di lapangan yang berkenaan dengan halal
awareness dan kesadaran hukum pedagang mie Aceh terhadap standarisasi halal.
Di samping mendeskripsikan tentang temuan di lapangan, penelitian ini juga
bertujuan untuk menemukan  berbagai faktor lain yang memengaruhi halal
awareness para pedagang mie Aceh yang ada di kota Banda Aceh. Di samping itu,
penulis juga akan menganalisis sejauh mana kesadaran hukum pedagang mie Aceh
terhadap standarisasi halal dengan menggunakan kerangka teori kesadaran hukum.

2. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris.

Dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini, penulis menggunakan

32 Suharmi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal. 130.
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bahan-bahan hukum karena dalam pendekatan yuridis, hukum dipandang sebagai
norma atau das sollen. Dalam pendekatan empiris, hukum diposisikan sebagai
kenyataan sosial sehingga data primer dalam penelitian ini merupakan data yang
diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Artinya, di dalam menganalisis
permasalahan yang telah dirumuskan, penulis memadukan bahan hukum dengan
data yang diperoleh di lapangan.
3. Sumber Data
Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Data
primer ialah data utama yang diperoleh dari hasil wawancara, baik yang dilakukan
secara langsung maupun tidak. Data juga diperoleh dari hasil observasi langsung.
Sedangkan data sekunder adalah data tambahan berupa informasi yang akan
melengkapi data primer, baik yang bersumber dari dokumen, jurnal, tesis terdahulu,
laman (website) pemerintah atau swasta, dan karya tulisan ilmiah lainnya yang
relevan.
4. Teknik Pengumpulan Data
Dalam proses pengumpulan data yang diperlukan dalam merampungkan
penelitian ini, penulis: menggunakan beberapa teknik pengumpulan data,
sebagaimana uraian berikut ini:

a. Wawancara

Wawancara (interview) merupakan sebuah upaya mengumpulkan berbagai

informasi melalui bertanya secara langsung kepada responden.®® Metode

3Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei (Jakarta: LP3ES, 1989),
hal. 192.
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wawancara menjadi salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan
pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.

Pengumpulan data yang ditempuh melalui wawancara dapat diupayakan
dengan tiga bentuk wawancara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi
terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Adapun wawancara yang penulis
lakukan adalah semi terstruktur, yaitu mengacu pada pertanyaan-pertanyaan yang
telah disusun peneliti sebelum wawancara dilakukan. Akan tetapi, tidak menutup
berbagai kemungkinan akan terjadi pengembangan atau perubahan pertanyaan di
lapangan. Wawancara yang dilakukan peneliti menggunakan alat bantu atau
perlengkapan wawancara seperti tape recorder, pulpen, pensil, block note, surat
tugas, surat izin dan daftar responden. Dalam proses penelitian ini, responden yang
diwawancarai dan observasi adalah sebagai berikut:

1) Pedagang mie Aceh. Penulis mengambil sampellima pedagang mie Aceh
atau lima pedagang warung mie Aceh di kota Banda Aceh. Dasar
pengambilan lima sampel ini adalah, pertama, warung mie Aceh yang
dijadikan sampel merupakan yang paling terkenal di Banda Aceh.
Kelima sampel tersebut menjadi ikon kuliner mie Aceh yang ramai
dikunjungi masyarakat berdasarkan observasi = penulis, penilaian
masyarakat di sekitaran Banda Aceh, dan penilaian warganet yang
pernah berkunjung dan menikmati mie Aceh, khususnya di kota Banda
Aceh.

Kedua, kelima sampel itu juga dipilih berdasarkan alasan kurun

waktu lamanya usaha mie Aceh itu telah berjalan dan tetap eksis menjadi
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ikon warung mie Aceh dari dulu hingga sekarang. Untuk menjaga privasi
dari narasumber penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan hasil
penelitian secara detail sesuai dengan temuan di lapangan tanpa
menyebutkan nama warung mie Aceh terkait.

2) LPPOM Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh,

3) Dinas Pariwisata kota Banda Aceh,

b. Observasi

Observasi merupakan suatu alat untuk mengumpulkan data melalui proses
pengamatan dan pencatatan yang dilakukan secara sistematik berdasarkan berbagai
fenomena yang akan dilakukan penelitian. Kegunaan dari observasi adalah untuk
memudahkan proses pencatatan yang dilakukan setelah melakukan proses
pengamatan.® Observasi yang penulis lakukan adalah dengan mengunjungi
langsung ke beberapa lokasi warung Mie Aceh yang terdapat di kota Banda Aceh
agar dapat mengamati secara langsung bagaimana proses pengolahan usaha kuliner

dimaksud.

G. Metode Analisis Data

Menurut Patton, analisis data merupakan suatu proses dalam mengatur atau
menguraikan urutan data, mengorganisasikannya ke dalam sebuah pola, kategori,
maupun satuan dasar.®® Metode analisis data penelitian ini menggunakan metode

kualitatif. Berdasarkan proses menganalisis data penelitian ini, penulis

34Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: PT.Bumi Aksara,
2007), hal. 44.

% Lexy J.Moeleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,
2002), hal. 161.
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menggunakan pisau analisis kesadaran hukum untuk menemukan jawaban
penelitian tentang tingkat kesadaran hukum halal para pedagang mie Aceh. Metode
kualitatif dalam kajian ini juga diperuntukkan sebagai prosedur untuk menghasilkan
data yang deskriptif, berupa penjabaran informasi yang diperoleh dari orang-orang
atau perilaku yang telah diamati dan memfokuskan pada proses wawancara serta
pengamatan yang mendalam. Selain metode kesadaran hukum, dalam penelitian ini
penulis juga menggunakan metode berpikir secara deduktif yang mengarah pada
cara berpikir dan pernyataan yang bersifat umum yang kemudian akan ditarik
menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Berkaitan dengan tujuan dari
analisis, bertujuan untuk membatasi penemuan-penemuan, dengan demikian akan
menghasilkan suatu data yang teratur dan terarah terkait kesadaran tingkat halal

awareness para pedagang mie Aceh.

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini terdiri atas lima bab yang terbagi dalam beberapa subbab.
Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab pertama, penulis memuat tentang pendahuluan yang merupakan
landasan awal dalam melakukan penelitian.Bab ini menguraikan tentang latar
belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian
pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, penulis memaparkan tentang kajian teori dan konsep.
Pembahasan ini berkaitan dengan teori-teori ataupun pemikiran-pemikiran yang

berkaitan dengan penelitian ini. Uraian pembahasan pada bab ini meliputi tentang



BAB V

PENUTUP

Merujuk pada sistematika pembahasan tulisan ini, maka bab ini merupakan
bagian akhir dari tesis ini yang merangkum kesimpulan atau rangkuman dari pokok
permasalahan utama dari beberapa pembahasan di bab sebelumnya dan penjabaran

mengenai saran yang berhubungan dengan permasalahan dalam tesis ini.

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian di lapangan tentang bagaimana halal awareness pedagang
mie Aceh ditemukan bahwa ada pedagang yang sadar, menerapkan, dan
memperhatikan prinsip halal dalam proses pengolahan mie Aceh, dan ada
pula pedagang yang sadar halal pada konteks terbatas saja. Pedagang terkait
tidak memperhatikan kebersihan yang juga menjadi salah satu indikator
penting, Kkurangnya kesadaran terhadap indikator kebersihan tersebut
merupakan salah satu alasan mereka untuk tidak membuat sertifikasi halal.
Selanjutnya, berdasarkan analisis dari berbagai perspektif, penulis juga
mengidentifikasi beberapa hal yang menjadi urgensi atau perlunya halal
awareness pada para pedagang mie Aceh, di antaranya yaitu, pertama,
untuk mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya; kedua, untuk
menghindarkan diri dari unsur makanan yang tidak baik dan merusak;
ketiga, untuk menjamin hak konsumen muslim dalam memperoleh
konsumsi halal; keempat, untuk memberikan kepastian hukum kepada

konsumen; kelima, untuk memikat daya beli konsumen muslim; keenam,
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untuk mengembangkan dan menguatkan ekosistem halal, seperti wisata
halal; ketujuh, untuk mewujudkan magasidasy-Syari’ah dari konsumsi dan
produksi yang sesuai dengan ketentuan Islam; dan kedelapan, untuk
mengembangkan branding halal menjadi life-style yang akan membawa

keuntungan.

. Mengenai analisis penulis terhadap standarisasi halal pedagang mie Aceh
melalui teori kesadaran hukum, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa
tingkat kesadaran hukum atas standarisasi halal pelaku usaha mie Aceh
masih sangat rendah. Empat dari lima pedagang mie Aceh masih berada
ditingkat kesadaran pemahaman hukum (law acquaintance), Yyaitu
pemahaman tentang standarisasi halal, tetapi tetap menolak untuk
merefleksikan peraturan tersebut. Selain itu, terdapat seorang pedagang mie
Aceh yang tidak memiliki kesadaran hukum sama sekali. Beberapa
kesadaran hukum yang dimiliki atau yang tidak dimiliki oleh pedagang mie
Aceh tersebut, dapat dipengaruhi oleh lemahnya hukum standarisasi halal.
Sementara itu, terdapat juga hal lain yang berpengaruh pada kesadaran
hukum standar halal pedagang mie Aceh, yaitu karena budaya lingkungan
pelaku usaha kuliner di Aceh yang sangat tidak aware pada konsep halal
yang formal. Masyarakat (konsumen mie Aceh) hanya mengandalkan halal
self-claimed dan juga mengandalkan kepercayaan atas latarbelakang budaya
dan agama pelaku usahasehingga dengan rendahnya kesadaran standarisasi
halal, membuat daerah Aceh menjadi wilayah wisata halal dengan resto

paling sedikit yang memperoleh sertifikasi halal di Indonesia.
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3. Hasil kajian di lapangan yang berkenaan dengan halal awareness dan
kaitannya upaya penguatan destinasi wisata halal, penulis menemukan
bahwa mie Aceh sebagai ikon kuliner khas Aceh memiliki prospek pasar
yang sangat tinggi. Sebagaimana yang terjadi saat tingginya kunjungan
wisatawan ke Aceh, penjualan mie Aceh meroket tajam, sedangkan saat
menurunnya wisatawan, seperti ketika terjadinya pandemi covid-19,
menyebabkan penjualan mie Aceh turun drastis. Fakta tersebut telah
menggambarkan tingginya minat wisatawan terhadap kuliner mie Aceh.
Dengan tingginya minat wisatawan terhadap mie Aceh, sekaligus adanya
pertanyaan tentang standar kehalalan mie Aceh dari wisatawan. Fakta
tersebut telah cukup merepresentasikan betapa pentingnya halal awareness
pedagang mie Aceh untuk membuat sertifikasi halal mie Aceh yang mereka
jual. Standarisasi halal mie Aceh tersebut, juga dapat menjadi salah satu
upaya penguatan atau pengembangan destinasi wisata halal. Penyediaan
makanan halal yang bersertifikat merupakan salah satu penilaian service
restaurant dalam standar wisata halal. Dari penjabaran tersebut, jelas
menggambarkan bagaimana pentingnya sinergi antara kesadaran
standarisasi halal pedagang mie Aceh dan upaya penguatan destinasi wisata

halal di Aceh.

B. Saran

Mengingat rendahnya kesadaran pedagang untuk mendaftarkan usaha

kuliner nya, khususnya dalam bisnis mie Aceh yang memiliki prospek pasar yang
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besar, penulis menyarankan agar pemerintah Aceh sebagai pemangku kebijakan
terus berupaya untuk meningkatkan kesadaran standarisasi halal bagi pelaku usaha
di Aceh. Standarisasi halal warung mie Aceh tidak memadai pada halal self-claimed
semata, tetapi juga memiliki kekuatan hukum karena hal tersebut memiliki
pengaruh terhadap pengembangan wisata halal di Aceh.

Penelitian ini menitikberatkan pada telaah halal awareness dan kesadaran
hukum halal pedagang mie Aceh dan kaitannya dengan upaya penguatan destinasi
wisata halal, tetapi belum sampai pada meninjau pengaruh secara akurat terhadap
bagaimana kuliner mie Aceh atau jenis kuliner lainnya yang digemari wisatawan
saat berkunjung ke Aceh dapat berperan atau berpengaruh dalam mengembangkan
wisata halal. Oleh karena itu, poin tersebut sekiranya menjadi peluang penelitian

selanjutnya.
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